BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2019,

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum dan tertib
administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya
perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan
memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah maka
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai
tidak tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,
sehingga perlu merubah kembali Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

~ Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); : yv/
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2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4633);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negar
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ?{



16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar

Nomor 03);

17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dengan berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
maka penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) diatur sebagai berikut:

a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan Sekda;

b. Sekda untuk perjalanan dinas yang dilakukan Kepala Organisasi
Perangkat Daerah dan pejabat lainnya setingkat eselon II;

c. Asisten Sekretariat Daerah untuk perjalanan dinas keluar Daerah Luar
Propinsi yang dilakukan pejabat lainnya setingkat eselon III dan eselon 1V;

d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang
dilakukan PNS dan Pegawai Non PNS yang bertugas pada Organisasi
Perangkat Daerah berkenaan.

e. Ketua DPRK untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRK serta
Anggota DPRK.

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh
masing-masing satuan kerja pelaksana SPPD. )/
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(3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menerbitkan SPPD untuk biaya
perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA -SKPD berkenaan.

(4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam menerbitkan SPPD sek.aligus
menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang
digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan

ketersediaan anggaran.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas
dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat
5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat perintah tugas yang sah;

b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan
perjalan dinas atau pihak yang terkait: yang menjadi tempat tujuan
perjalanan dinas;

c. Tiket Pesawat, Boarding Pass, dan/atau bukti pembayaran moda
transportasi lainnya;

d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh
badan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kendaraan dan/atau jasa
hotel/ penginapan;

e. Foto kegiatan, rapat/pertemuan;
f. Daftar Hadir rapat/pertemuan; dan
g. Surat Pemerintah Aceh dalam hal perjalanan dinas untuk konsultasi:

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan huruf d tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat
menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran
VII Peraturan Bupati ini.

(4) Pejabat penatausahaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah melakukan
perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan
disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

(5) PPK  Organisasi Perangkat Daerah mengesahkan bukt pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara
pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan Surat
Perintah Membayar (SPM)/ Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D
LS) Perjalanan Dinas. 8’/



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 _April 2019 M
25 Rajab 1440 H

\? BUPATI ACEH BESAR@

—

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,\%

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 12



